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KEPUTUSAN CAMAT AMPEK NAGARI
Nomor : 20 TAHUN 2024

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT AMPEK NAGARI

Menimbang : a. Bahwa memberikan pelayanan kepada masyarakat oleh
petugas Kecamatan secara sepat, tepat dan transparan
perlu ada Standar Operasional Prosedur;

b. Bahwa pemberian pelayanan publik yang berkualitas dan
mampu  memberikan  kepuasan bagi  masyarakat
merupakan kewajiban oleh pemerintah;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, maka standar operasional prosedur di

kantor camat ditetapkan dengan Keputusan Camat Ampek
. Nagari.
Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang

Pembentukan Daerah  Otonomi Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaiman telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintahan Pergantian Undang-undang Nomor 3 Tahun
2005 menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran
Negara Nomor 4548);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

. Pablik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 4585);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11, Tambahan
Lembaran  Daerah  Kabupaten Agam Nomor 11)
sebagaimana telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Agam Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Agam Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 5);
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Pen)felenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomr 707);

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit
Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 708); 4

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman
Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara*'
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1726);

10. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun
2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran
Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 Nomor 6);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 11 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Agam Nomor 11) sebagaimana
telah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5
Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Agam
Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Agam Nomor 5);

12. Peraturan Bupati Agam Nomor 70 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tata kerja
Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Pelayanan pada Kantor Camat A_mpek
Nagari, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

Standar Pelayanan Kantor Camat Ampek Nagari sebagaimana
dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

Standar Pelayanan Perekaman e-KTP

Standar Pelayanan Dispensasi Nikah

Standar Pelayanan Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
Standar Pelayanan Legalisasi Keterangan Ahli Waris

Standar Pelayanan Surat Izin Penelitian Perorangan

Standar Pelayanan Surat Keterangan Tempat Usaha
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Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana
dan dapat dijadikan sebagai acuan dalam Aparat Pengawasan dan
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

ini i i dan akan
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal_ ditetapkan ‘
dit?njau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan

dalam penetapan ini.

: Ampek Nagari
: 19 Februari 2024
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